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BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada
Tahun 2022;

. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam

Negeri Nomor 050/3499/SJ dan Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3
Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2023-2026;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah
beberapa kali dlubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republlk Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018
tentang Reviu  Atas Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);



LL.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019 Nomor 13);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2008 Nomor 9);

Peraturan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 11)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 11  Tahun 2017 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15);



17. Peraturan Bupati Nomor 268 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2021 Nomor 268);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Musi Banyuasin.

3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat
Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda
Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)

tahun.
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12.

13.

14.

15.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat RPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026
yang dibuat bagi daerah yang tidak memiliki Kepala
Daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada
tahun 2022 atau tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan kerja
Pemerintah Kabupaten periode 1 (satu) tahun.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan
Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan
Pemerintah Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga
Negara secara minimal.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD

untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya
disingkat KUA adalah dokumen yang memuat
kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja

PD.



BAB II
KEDUDUKAN RPD
Pasal 2

(1) RPD Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari
RPJPD.

(2) RPD berpedoman pada RPJMN, RPJMD Provinsi
Sumatera Selatam, dan RPJPD Kabupaten Musi
Banyuasin

(3) RPD Tahun 2023-2026 disusun secara teknokratis,
yakni menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan kabupaten.

(4) RPD merupakan landasan dan pedoman bagi Bupati
dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
pembangunan daerah tahun  2023-2026 dan
pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

(5) RPD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD,
Renstra PD, dan Renja PD, serta sebagai acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun
waktu 2023-2026.

BAB III
SISTEMATIKA
Pasal 3
(1) Dokumen RPD Kabupaten tahun 2023-2026
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.



(2) RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika

sebagai berikut:

BAB I

BAB 11
BAB III
BAB IV

BAB V
BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

(1) Bupati

PENDAHULUAN;

GAMBARAN UMUM;

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS;

TUJUAN DAN SASARAN;
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN
PROGRAM PRIORITAS;
KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;

KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH;
PENUTUP.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

melakukan pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan RPD.

(2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RPD
Pasal 5

(1) Perubahan RPD dapat dilakukan apabila:

a. hasil

pengendalian dan evaluasi menunjukkan

bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan

tahapan dan tata cara penyusunan rencana

pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan,;



b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai
dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana
pembangunan daerah;

c. terjadi perubahan mendasar meliputi terjadinya
bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi,
konflik sosial budaya, gangguan keamanan atau
pemekaran daerah;

d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan
adanya perkembangan keadaan atau penyesuaian
terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Pusat.

(2) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang
bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran dan
program tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian
sasaran kabupaten, maka penetapan perubahan

tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Pasal 6

(1) Semua ketetapan indikator kinerja dan indikasi
pendanaan yang termuat/tercantum dalam RPD Tahun
2023-2026 dapat berubah sesuai perkembangan dan
kebijakan pada tahun berkenaan sepanjang tidak

mengubah target pencapaian sasaran akhir RPD;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dapat mengakomodir perubahan target indikator kinerja
dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun

keseluruhan pada bagian tersebut.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi

Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 14 Maret 2022

Plt. BUPATI MUSI BANYUASIN
WAKIL BUPATI,

ttd

BENI HERNEDI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

ttd

H. APRIYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROMASARI PURBW, SH., M.Si
NIP 19800715 199903 2 003
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